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PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PENGRAJIN  BATIK DENGAN 

PERUSAHAAN BATIK DIKECAMATAN BAYAT 

 

Abstrak 

 

Batik merupakan sebuah kesenian yang mempunyai nilai jual yang tinggi dan 

sudah masuk dalam industri, perusahaan-perusahaan batik seringkali melakukan 

perjanjian-perjanjian untuk melakukan aktifitas produksi, perjanjian tersebut 

diantaranya perjanjian kerja dan perjanjian kerjasama, dalam perjanjian tersebut 

memuat beberpa ketentuan –ketentuan sesuai dengan perjanjian apa yang 

dilakukan antara pengrajin dengan pengusaha,  jika perjanjian kerja maka harus 

mengandung unsur-unsur yang tergkandung dalam  KUH Perdata, unsur-unsur 

tersebut diantarnya: a) pekerjaan, b) Upah, c) Perintah, maka hal tersebut dapat 

dikatakan perjanjian kerja, sedangkan yang dimaksud perjanjian kerjasama dalam 

bentuk penyumberluaran, sebagaimana sudah dijelaskan dalam Pasal 11 huruf (I) 

Peraturan Pemerintah Nomor.17  Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha 

Menengah, harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal tersebut agar bisa 

dikatakan bahwa perjanjian yang dilakukan  ole kedua belah pihk tersebut adalah 

perjanjian kerjasama. 

 

Kata Kunci: Batik, Perjanjian, Perjanjian Kerja,  Perjanjian Kerjasama 

 

Abstract 

 

Batik is an art that has a high selling value and has entered the industry, batik 

companies often make agreements to carry out production activities, such 

agreements including work agreements and cooperation agreements, in the 

agreement contain several provisions in accordance with the agreement what is 

done between craftsmen and entrepreneurs, if the work agreement must contain 

elements contained in the Civil Code, these elements are delivered: a) work, b) 

wages, c) orders, then this can be said as a work agreement, whereas the 

cooperation agreement in the form of funding, as already explained in Article 11 

letter (I) of Government Regulation Number 17 of 2013 concerning 

Implementation of Law Number 20 of 2008 concerning Micro-Businesses, Small-

scale Enterprises, Medium-sized Enterprises, must comply with the provisions 

stipulated in the article so that it can be said that the agreement made by both 

parties is a cooperation agreement. 

 

Keywords: Batik, Agreement, Work Agreement, Cooperation Agreement 

1. PENDAHULUAN 

Di indonesia batik sudah ada sejak zaman Majapahit dan sangat populer pada abad XVIII 

atau awal abad XIX. Sampai abad XX, semua batik yang di hasilkan adalah batik tulis. 

Kemudian setelah perang dunia I, batik baru di kenal. 
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 Batik adalah kesenian gambar di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah satu 

kebudayaan keluarga raja-raja indonesia., memang pada awalnya batik dikerjakan hanya 

terbatas dalam keraton. Hasilnya untuk pakaian raja dan keluarga, serta pengikutnya.  

Batik mempunyai ciri khas yang berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lain 

semisal antara Solo,Yogyakarta dan Pekalongan mempunyai ciri khas yang berbeda – beda. 

Pada saat ini batik sudah banyak masuk di kalangan industri entah itu industri menengah 

hingga industri kalangan atas, di era sekarang ini batik merupakan salah satu bisnis yang 

sangat menjajikan, konsumennya atau peminatnya tidak hanya di kalangan domestik saja 

akan tetapi tidak sedikit dari kalangan mancan negara yang tertarik  dengan batik. 

 Di kecamatan Bayat ini ada beberapa perusahaan batik yang menjalin kerjasama 

dengan individu atau perorangan ataupun dengan badan usaha dalam melakukan pembuatan 

batik, perjanjian yang dibuat tersebut belum diketahui apakah dibuat dengan tertulis ataupun 

dengan lisan atas dasar kepercayaan saja. 

 Dalam perjanjian kerjasama tersebut biasanya memuat tentang siapa yang 

bertanggung jawab menyediakan bahan seperti malam, kompor, dan canting, lalu berapa lama 

pengerjaan batik tersebut,  serta berapa upah yang di berikan dari setiap satu potong kain 

batik yang telah di selesaikan oleh pengrajin, dan apakah ada sanksi apabila pengrajin 

terlambat dalam menyetorkan kain batik tersebut. 

Sedangkan pengertian Perjanjian Kerjasama sendiri adalah persetujuan kesepakatan 

para pihak untuk mengadakan prestasi, dan menimbulkan adanya suatu hubungan kontraktual 

(hak dan kewajiban) para pihak dalam mencapai tujuan bersama. Dasar Hukum Perjanjian 

Kerjasama Perjanjian kerjasama adalah salah satu bentuk perjanjian yang tidak diatur secara 

khusus pada ketentuan Buku III  KUHPerdata sehingga tidak memiliki nama khusus. 

Perjanjian ini hidup dan berkembang di masyarakat berpegang pada asas kebebasan 

berkontrak. 

Pada dasarnya perjanjian kerjasama ini berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan 

kepentingan diantara para pihak yang bersangkutan. Perumusan  hubungan perjanjian 

senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui proses negoisasi para 

pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk adanya kesepakatan untuk saling 

mempertemukan sesuatu yang diinginkan melalui proses tawar menawar tersebut. 

   Perjanjian merupakan suatu “perbuatan hukum”. Perbuatan hukum tersebut yang 

menimbulkan hubungan hukum “perikatan” di antara para pihak sehingga dapat dikatakan 

bahwa hubungan hukum perikatan muncul karena adanya perbuatan hukum perjanjian. Suatu 
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perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau 

dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Perjanjian juga dimuat dalam 

Buku III KUH Perdata Pasal 1338 yang berbunyi“semua perjanjian yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” . 

Prestasi mempunyai arti sebagai berikut Para pihak dalam melaksanakan perjanjian 

wajib memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Hal ini  terdapat dalam 

ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata. Apabila hal tersebut tidak  dilaksanakan maka pihak yang 

tidak melaksanakan hal itu dikatakan telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi sulit 

ditentukan kapan terjadinya, namun KUHPerdata memuat ketentuan yang dapat dirujuk, 

khususnya bagi kontrak yang prestasinya memberikan sesuatu, yaitu Pasal 1237 

KUHPerdata. Menurut pasal tersebut, wanprestasi telah terjadi saat debitur tidak 

melaksanakan prestasinya, dalam arti dia lalai menyerahkan benda/barang yang jumlah, jenis, 

dan waktu penyerahannya telah ditentukan secara tegas dalam kontrak. 

Berdasarkan uraian diatas penulis bermaksud untuk membahas lebih lanjut tentang 

“PERJANJIAN ANTARA PENGRAJIN BATIK DENGAN PERUSAHAAN BATIK 

DIKECAMATAN BAYAT” 

Maka berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut (1) Bagaimana proses perjanjian kerjasama antara pengrajin batik dengan perusahaan 

batik dikecamatan Bayat?; (2) Apa akibat hukum apabila salah satu pihak melakukan 

perbuatan wanprestasi? 

 Kemudian tujuan yang hendak dicapai oleh penulis  dalam penelitian ini adalah (1) 

Untuk mengetahui proses perjanjian kerjasama antara pengrajin batik dengan perusahaan 

batik . (2) Untuk mengetahui akibat hukum apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak. 

2. METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, merupakan 

cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data 

sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian 

terhadap data primer di lapangan. Jenis penilitian deskriptif, penelitian yang demikian adalah 

semata-mata untuk memberi gambaran yang tepat dari suatu gejala. dalam hal ini mengenai 

perjanjian kerjasama antara pengrajin batik dan perusahaan batik di Kecamatan Bayat. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara perusahaan batikdengan pengrajin batik 

dikecamatan Bayat  

Suatu perjanjian terjadi melalui atau dengan pernyataan kehendak dari orang atau pihak yang 

bertindak, yang ditujukan pada timbulya akibat  hukum atau karena pihak yang bertindak 

memunculkan kepercayaan  pada pihak lainya bahwa kehendaknya itu tertuju pada terjadinya 

perjanjian. Pernyataan kehendak dari orang yang bertindak mencakup penawaran  dan 

penerimaan sebelum ditutupnya suatu perjanjian. Satu momen penting dalam proses 

pembentukan atau penutupan perjanjian adalah penjumpaan kehendak, saling bertautnya 

masing-masing pernyataan kehendak dan adanya hubungan timbal balik. 

Dimuat juga dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata suatu perjanjian harus 

didasarkan atas asas itikad baik. Itikad baik dapat dibedakan menjadi itikad baik subjektif dan 

itikad baik objektif. Itikad baik subjektif, yaitu apakah yang bersangkutan sendiri menyadari 

bahwa tindakannya bertentangan dengan itikad baik, sedang itikad baik objektif adalah kalau 

pendapat umum menganggap tindakan yang demikian adalah bertentangan dengan itikad 

baik. 

Perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan 

suatu akibat hukum. Hal itu sependapat pula dengan Sudikno, “perjanjian merupakan 

hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu 

akibat hukum”. 

Lahirnya perjanjian dalam hukum perdata dikenal adanya asas konsesualisme yaitu 

bahwa untuk melahirkan suatu perjanjian cukup dengan kata sepakat saja dan bahwa 

perjanjian itu sudah di lahirkan pada saat tercapainya konsensus sebagaimana dimaksudkan 

diatas. Pada detik tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat, bukanya pada detik-detik lain 

yang kemudian  atau yang sebelumnya. Dan juga dalam perjanjian berlaku asas kebebasan 

berkontrak, artinya pihak-pihak bebas untuk membuat kontrak/perjanjian apapun, baik yang 

sudah ada pengaturannya maupun yang belum ada pengaturannya dan bebas menentukan 

sendiri isi kontrak. Asas ini  memberikan kebebasasan seluas-luasnya kepada masyarakat 

untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dan mengatur sendiri perjanjian yang akan 

mengikat pembuatnya dengan pembatasan yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang, 

kesusilaan, dan ketertiban umum. 

Sedangkan untuk Perjanjian kerjasama merupakan perjanian tidak bernama yang 

diatur di luar KUHPerdata, tetapi terjadi dalam masyarakat. Lahirnya perjanjian kerjasama di 
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dalam praktek adalah berdasarkan  pasal 1338 KUHPerdata. Berdasarkan pasal 1338 Ayat (1) 

KUHPerdata, ketentuan ini berbunyi “ semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. 

Kata “semua” berarti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang 

tidak dikenal oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan 

perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian  itu diadakan 

dan mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. 

Perjanjian Kerjasama sendiri adalah persetujuan kesepakatan para pihak untuk 

mengadakan prestasi, dan menimbulkan adanya suatu hubungan kontraktual (hak dan 

kewajiban) para pihak dalam mencapai tujuan bersama. 

Ada dua macam perjanjian yang terjadi, yang pertama adalah perjanjian kerja dimana 

dalam perjanjian kerja ini dilakukan oleh perusahaan Ratu Ayu Wulandari, Batik Suroto dan 

Omah Batik Purwanti dimana ketiga perusahaan tersebut dalam melakukan perjanjian 

mengandung unsur-unsur perjanjian kerja yang diatur dalam KUH Perdata. Unsur-unsur yang 

terkandung tersebut diantaranya adalah pekerjaan, upah dan perintah. Perjanjian yang terjadi 

diketiga perusahaan tersebut antara lain sebagai berikut: 

a. Malam dan mori disediakan dari pengusaha 

b. Motif dibuat dari pengusaha tetapi pengrajin bertanggungjawab bagus atau tidaknya kain 

setelah dikerjakan 

c. Upah diberikan sesuai rumit atau tidaknya suatu motif yang dikerjakan oleh pengrajin. 

d. Waktu pengerjaan dilaksanakan sesuai kesepakatan yang sudah dibuat antara pengusaha 

dengan pengrajin pada saat pembuatan perjanjian dilaksanakan. 

Yang kedua adalah  perjanjian kerjasama yang mana dalam perjanjian ini dilakukan 

oleh Batik Semi yang bekerjasama dengan Danar Hadi, dapat dikatakan sebagai berikut 

karena dalam melakukan perjanjian mengandung unsur seperti yang terkandung dalam jenis-

jeneis perjanjian kerjasama atau kemitraan yang diatur dalam pasal 11 PP No 17 Tahun 2013 

yang mana perjanjian tersebut sesuai dengan salah satu dari macam-macam atau jenis 

perjanjian yang terkandung dalam pasal 11 PP No17 Tahun 2013 yaitu penyumberluaran. 

Yang dimaksud dengan penyumberluaran yaitu usaha mikro, usaha kecil dan usaha 

menengah dapat bermitra dengan usaha besar untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian 

pekerjaan diluar pekerjaan pokok dalam penyumberluaran ini usaha besar berkedudukan 

sebagai pemilik usaha atau pekerjaan, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah 

berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan. 
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3.2 Akibat hukum apabila salah satu pihak melakukan perbuatan wanprestasi 

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan 

tidak menurut selayaknya. Kalau begitu seorang debitur di sebutkan dan berada dalam 

keadaan wanprestasi , apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai 

sehingga “terlambat” dar jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi 

tidak menurut sepatut dan selayaknya. 

Seperti yang telah disinggung, akibat yang timbul dari wanprestasi ialah :keharusan 

atau kemestian bagi debitur membayar gantirugi/schadevergoeding. Atau dengan adanya 

wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak lainya dapat menuntut “pembatalan perjanjian”. 

Seperti yang dapat kita lihat dalam keputusan Mahkamah Agung tanggal 21 Mei 1973 

No.70HK/Sip/1972 :apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi karena tidak 

melaksanakan pembayaran barang yang di beli, pihak yang dirugikan dapat menuntut 

pembatalan jual beli. 

 Ada tiga keadaan dimana debitur dapat dikatakan wanprestasi, antara lain :  

a.Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya seorang debitur tidak memenuhi 

prestasi sama sekali atau kewajiban yang telah di janjikan kepada kreditur. 

b.Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau kelir, artinya debitur melaksanakan 

kewajiban memenuhi prestasi kepada kreditur tetapi debitur tersebut dalam memenuhi 

prestasinya tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati di awal perjanjian. 

c.Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya,artinya debitur melaksanakan 

kewajiban atau presstasi akan tetapi terlambat dari tanggal yang telah di sepakati pada saat 

pembuatan perjanjian tersebut. 

Perbuatan wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian tersebut sebagai berikut : 

a. Keterlambatan penyetoran bahan batik kepada Danar Hadi. 

b. Hasil batikan yang tidak sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh standart perusahaan. 

c. Meniru motif yang dibuat oleh pengusaha untuk kepentingan pribadi pengrajin. 

d. Pengrajin tidak dapat merawat fasilistas yang telah diberikan oleh  pengusaha. 

e. Tidak kembalinya bahan batik yang telah diserahkan pengusaha kepada pengrajin untik 

diselesaikan dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Perjanjian yang timbul dikecamatan bayat ini terbagi menjadi dua, yang pertama yaitu 

perjanjian kerja dimana perjanjian ini dilakukan oleh perusahaan Ratu Ayu Wulandari, Batik 

Suroto dan Omah Batik Purwanti, perjanjian yang terjadi di dalam ketiga perusahaan tersebut 

diantaranya penyediaan motif dan kain sudah disediakan dari pihak pengusaha, alat untuk 

mengerjakan batik tersebut juga disediakan dari pengusaha dan adanya upah yaang 

disediakan dari pengusaha untuk pengrajin setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan, hal-

hal tersebut masuk dalam unsur-unsur hubungan kerja  yang diatur dalam KUH Perdata 

sedangkan perjanjian yang kedua adalah perjanjian kerjasama dimana perjanjian ini 

dilakukan oleh Batik Semi yang yang bekerjasama dengan Danar Hadi,yang mana perjanjian 

tersebut mengandung unsur –unsur yang terkandung dalam Pasal 11 PP No 17 Tahun 2013 

huruf I yaitu penyumberluaran. Penyumberluaran yaitu usaha mikro, usaha kecil dan usaha 

menengah dapat bermitra dengan usaha besar untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian 

pekerjaan diluar pekerjaan pokok dalam penyumberluaran ini usaha besar berkedudukan 

sebagai pemilik usaha atau pekerjaan, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah 

berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan. Wanprestasi tentunya sangat 

merugikan bagi pengusaha, bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi antara lain terlambatnya 

pengerjaan batik yang dilakukan oleh pengrajin, tidak menjaga atau merawat fasilitas yang 

telah diberikan oleh pihak pengusaha guna proses pengerjaan tersebut dan meniru motif yang 

dibuat oleh pengusaha untuk kepentingan pribadi pengrajin, dasar hukum wanprestasi 

terdapat dalam pasal  1238 KUHPerdata, hal-hal tersebut terjadi karena pengrajin yang tidak 

bertanggungjawab dengan perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak pada 

saat perjanjian tersebut dibuat. 

4.2 Saran 

Untuk pihak pengusaha diharapkan pada saat ingin melakukan suatu perjanjian alangkah 

lebih baik bila memperhatikan apakah pengrajin tersebut bersungguh-sungguh dalam 

perjanjian tersebut apa tidak, hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir agar tidak terjadi 

wanprestasi.Untuk pengrajin  diharapkan apabila sudah diberi kemudahan syarat-syarat dari 

pengusaha pada saat ingin menjalin hubungan kerjasama maka harus benar-benar 

bertanggung jawab dalam melaksanakan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah 

pihak padaa saat perjanjian tersebut di buat 
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